
Mengingat: l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang 
Pcmberuukan Daerah Tingkat Jr di Sulawesi [Lernbaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tarnbahan Lernbaran 
Negara RI Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerinrahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Perncrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 l 4 ieruang 
Adrninistrasi Pernerin tahan (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l >i Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Nornor 560 I); 

Meriimbang : bahwa dalarn rangka mclaksanakan ketentuan Peraturan 
Mcrueri Dala111 Negeri Nornor 14 Tahun 2016 teniang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negcri J\'omor 
32 Tahun 2011 ten tang Pedornan Pemberian Hi bah clan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, perlu me netapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Kolaka Nornor 12 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pcrtanggungjawaban serta 
Monitoring clan Evaluasi Pemberian Hibah clan Barituan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Peridapatun dan Bclanja 
Daerah Kabupaten Kolaka; 

PERATURANBUPATIKOLAKA 
NOMOR 31 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 12 
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA, 

BUPATI KOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



Pasal I 
Beberapa Ketencuan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban scrta Monitoring dan Evaluasi Pernberian 
Hibah dan Barituan Sosia! yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka [Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 
2014 Nornor 12) diubah sebagai berikui : 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 12 TAHUN 2014 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJA\VABAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

4. Peraturan Perneriruah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedornan Pengelolaan Kcuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Pera tu ran Menter! Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor310); 

6. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Dantuan Sosial 
yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang 
Pcdornan Pernberian Hibah dan Banruan Sosial yang 
bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Serita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2016 Nornor 541); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbenrukan Prociuk Hukurn Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 201 1 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
tentang Tata Cara Penganggaran , Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 
Monitoring dart Evaluasi Pernberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daeran Pernerintah Kabupaten Kolaka; 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Pemerintah Daerah aclalah Gubernur, Bupau clan Walikota, dan 

perangkat claerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

atau sebutan lain adalah lcmbaga perwakilan rakyat daerah 
Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara pernerintahan 
daerah. 

4. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalarn 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalarnnya scgala beutuk kekayaan yang 
berhubungan derigan hak Lian kcwajiban daerah tersebur. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana kcuangan tahunan pernerintahan daerah yang 
dibuhas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditctapkan dengan peraturan daerah. 

6. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka. 
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuarigan dae rah yang 
mernpunyai tugas rnelaksanakan pengelulaan APBD clan bertindak 
sebagai bendahara urnum daerah. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daer ah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkai daerah pada Pernerintah Daerah yang 
rnelaksanakan perigelolaan APBD; 

10. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/ barang. 

11. Tim Anggaran Pernerintah Daerah yang sclanjutnya <lisingkat TAPD 
adalah tim yang dibe ntuk dengan keputusan kepala dacrah clan 
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalarn rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat percncana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

12. Rcncana Kerja clan Anggaran PPKD yang selanjurnya disingkat RK;\ 
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Sadan Pcngelola Keuarigan 
clan Aset Dae rah Kabupaten Kolaka selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPl<D yang selanjutnya disingkat 
DPA-PPKD merupakan dokumen peiaksanaan anggaran Badan 
Pengelola Keuangan dun Aset Daerah Kabupatcn Kolaka selaku 
Beridahara Umum Daerah. 

14. Rencanu Kerja clan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA 
SKPD adalah dokurnen percncanaan dan penganggaran yang bcrisi 
program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

15. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SJ<PD merupakan dokumen yang rnernuat pcndapatan dan 
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 
pengguna anggaran. 

A. Ketentuan Pasal l diubah, schingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
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16. Hibah adalah pernberian uang/barang atau jasa dari pernerincah 
daerah kepada pernerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan 
Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib 
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 
untuk rnenunjang penyelcnggaraan urusan pemerintahan daerah. 

17. Bantuan sosial adalah pernberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
rnasyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 
sosial. 

18 Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat rnenimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang tlitanggung oleh individu, 
keluarga, kelornpok dan/ atau masyarakar sebagai dampak krisis 
sosial, krisis ekonorni, krisis poliuk, fcnomcna alam dan bencana alam 
yang jika tidak cliberikan belanja bantuan sosial akan sernakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah antara pemerintah daeran dcngan penerirna 
hibah. 

20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oeh alam, seperti gernpa bumi, 
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan , angin topan dan tanah 
longsor. 

21. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang mcliputi 
konflik sosial, an tara kelornpok atau aruara kornunitas masyarakat 
dan teror. 

22. Kcbakaran adalah kebakaran yang tidak terkendali yang mengancam 
keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan/ atau asset sumber daya 
daerah, kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya 
mata pencaharian. 

23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela 
atas dasar kcsarnaan kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan 
kepercayaan tcrhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berper an serta 
dalarn pembangunan dalarn rangka rnencapai tujuan nasional dalarn 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila termas'uk organisasi non pcrnerintahan yang bersifat 
nasional dibe ntuk berdasarkan ketcntuan perundang-undangan. 

24. Kelompok Masyarakat adalah sckelornpok anggota masyarakat yang 
dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk 
menjalankan sebuah kegiatan bersama. 

25. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Kolaka. 
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D. Kctentuan Pasai 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi: 

Pasal 6 
(1) Hibab. kcpada pernerintah pusat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

5 huruf a dibcrikan kepada satuan kerja dari kementerian/lcrnbaga 
pernerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 
daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonorn baru basil 
pcmekaran dacrah sebugairnana diarnanatkan peraturan perundang- 
undangan. 

Hibah dapat dibcrikan kepada : 
a. Pernerintah Pusat; 
b. Pernerintah daerah lainnya; 
c. Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d. Sadan, Lernbaga, dun organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukurn Indonesia 

Pasal 5 

C. Keterituan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

BAB Ill 
HI BAH 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah memprioritaskan pernenuhan belanja urusan wajib dan belunja 
urusan pilib.an. 

(3) Pcmbcrian hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program clan kegiatan pemerintah 
daerah sesuai urgensi dan kepcntingan daerah dalarn mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pcmbangunan dan 
kemasyarakatan dengan mcmperhatikan asas keadilan, kepauuan, 
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakar. 

(4) Pernberian hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memenuhi 
kriteria paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik tclah ditet.ipkan; 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran sesuai dengan kernarnpuan keuangan daerah 
kecuali direntukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

c. memberikan nilai rnanfaat bagi pernerintah daerah dalam 
mendukung terselenggaranya fungsi pemcrintahan, pembangunan 
dan kernasyarakaran 

B. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 7 
( l) Hibah kepada badan dan lcmbaga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (5) dibcrikan dengan pcrsyaratan paling sedikit: 
a. merniliki kepcngurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan; 
b. memiliki surat kcterangan dornisili clari Jurah/kepala desa setcrnpat 

atau scbuian lainnva: dan , . 
c. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pernerintah daerah yang 

bersangkutan. 
(2) Hibah kepada organisasi kernasyarakatan scbagaimana dirnaksud 

dalarn Pasal 6 ayat (6) dibcrikan dengan persyaratan paling scdikit: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang mcmbidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kccuali ditcntukan 
lain oleh pcraiuran peruudang-undangan: 

b. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pemerintah daerah yang 
bersangkutan; dan 

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan. 

E. Ketem.uan Pasal 7 diubah , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 5 huruf c diberikan dalarn rangka untuk meneruskan 
hibah yang cliterima pemerintah daerah dari pemerintan pusat scsuai 
dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan clan lembaga sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan clan Lembaga: 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela clan sosial yang telah memiliki Surat 

Kcterangan Tcrdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 
Gubern ur atau Bupati/Walikota; atau 

c. yang ber sifat nirlaba, sukurela bersifat sosial kernasyarakatan 
bcrupa kelompok masyarakat/kcsatuan-kesatuan masyarakar 
hukurn adat sepanjang masih hidup dan sesuai dcngan 
perkernbangan rnasyarakat, dan keberadaannya diakui olch 
pernerintah pusat dan/atau pernerintah daerah melalui pengesahan 
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan 
kerja perarigkat daerah terkait sesuai dcngan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan nukum 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf d cliberikan 
kepada organisasi kcrnasyarakatan yang berbadau hukum yayasan 
atau organisasi kernasyarakatan yang berbadan hukurn perkurnpulan 
yang telah menclapatkan pengesahan badan huk urn dari kcrnenterian 
yang mernbidangi urusan hukurn da n hak asasi rnanusia sesuai 
peraturan perundang · undangan. 
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Pasal 14 
(l) Hibah berupa uang sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (l) 

dianggarkan dalarn kelornpok bclanja tidak Iangsung, jenis belanja 
hibah, obyck belanja hibah, clan rincian obyek bclanja hibah pada 
PPKD. 

G. Ketentuan Ketcntuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedua 
Pengajuan Usulan 

Pasal 8 
(l) Pernerintab pusat, pernerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara 

utau Sadan Usaha Milik Daerah, badan clan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 dapat 
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Permohonan/usulan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikii dilengkapi clokurnen proposal, yang paling sedikit 
mernuat latar belakang, maksud clan tujuan, rincian rencana kegiatan, 
jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah. 

(3) Dalarn hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, 
selain dilengkapi dokurnen sebagaimana dirnaksud pada ayat ('2), wajib 
melarnpirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan 
bangunan/ Iisik dilengkapi dengan clokumen teknis. 

(4) Persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) 
rneliputi: 
a. Akta notaris tentang pendirian lembaga atau dokurnen Jain y,tng 

dipersarnakan; 
b. NPWP; 
c. Surat keterangan dornisili lembaga dari pemerintah 

Desa/Kelurahan clan kecamatan seternpat; 
cl. Izin operasional/ tanda daftar lernbaga c!ari instansi yang 

berwenang; 
e. Bukti kontrak scwa gedung/ bangunan, bagi lernbaga yang 

kantornya menycwa; 
f. Salinan photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas 

nama ketua, sekretarrs dan bendahara atau sebutan lain; clan 
g. Salinan rekcning bank yang aktif atas narna lernbaga dan/ atau 

pengurus belanja hibah. 
(5) Dokumen tekhnis sebagairnana dimaksud pada ayai (3) meliputi 

gambar rencana clan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang 
sejenis. 

(6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) huruf a, c, c dan f uruuk 
Belanja Hibah kepada rnasyarakat clan organisasi kemasyarakatan 
yang berkaitan dengan tcrnpat peribadatan, pondok pesantren, clan 
kclornpok swadaya rnasyarakat yang ber sifat non formal dan 
pengclolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat. 

F. Kecentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 37 
(1) Baruuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung 

oleh penerima bantuan sosial. 
(2) Bantuan scsial berupa uang sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) 

adalah uang yang diberikan secara langsung kepada pcncrima seperti: 
a. beasiswa bagi pelajary mahasiswa dari keluarga tidak 

mampu/ miskin; 
b. kelompok usaha masyarakat; 
c. yayasan pengelola yatirn piatu; 
d. yayasan pengelola sekolah swasta; 
e. nelayan rniskin; 
f. masyarakat lanjut usia; 

I. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi 
sebagai berikut: 

(2) Pernberian bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah mernprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib 
dan urusan pilihan dengan mernperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

(3) Pcrnberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat 
diberikan kepada daerah otonorni baru hasil pernekaran daerah induk 
sebagaimana diarnanatkan peraturan perundang-undangan selama 
daerah tersebui belum definitif. 

BAB IV 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 29 
(1) Pernerintah Kabupate n Kolaka dapat rnemberikan belanja Bantuan 

Sosial kepada anggota/ kelompok rnasyarakat sesuai kernampuan 
keuangan daerah , 

H. Kctcrituan Pasal 29 ayat (2) diubah, schingga Pasal 29 berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lj rneliputi: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Dacrah: 

dan/atau 
ct. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang bcrbadan 

hukum Indonesia. 
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

10 ayat (2) dianggarkan dalam kelornpok belanja langsung yang 
cliformulasikan kedalarn program dan kegiatan, yang diuraikun 
kedalarn jenis betanja barang dan jasa, obyck belanja hibah barang 
atau jasa dan rincian obyek bclanja hibah barang atau jasa yang 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 
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Pasal 63A 
Pengesahan badan hukurn sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (6) 
dikecualikan terhadap: 
a. Organisasi Kernasyarakatan yang telah berbadan hukum sebclum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2013; 

b. Organisasi Kema::.yarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan 
Staatsblad 1870 Nomor 6'1 tentang Perkumpulan-Perkurnpulan 
Berbadan Hukum (Rechtspcrsoonlijkheid van Vereenigingenl yang 
berdiri sebelum Proklamasi Kerncrdekaan Republik Indonesia dan 
konsisten mernpertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap 
diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak 
perlu melakukan peridaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013; 

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan 
Tcrdaitar yang sudah diterbickan sebelurn L'ndang-Unclang Nomor 17 
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir rnasa berlakunya; dan 

K. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 
63A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 
Dalam hal bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 
37 pada ayac (2) huruf a dapat diberikan secara berkelanjutan setiap tahun 
anggaran hingga terlepas dari resiko sosial pada ringkat : 
a. SMU f MA a tau sederajat yang akan melanjurkan sckolahnya kc jenjang 

akadcrni danj atau diploma serta perguruan tinggi negeri maupun swasta; 
b. Diploma. II! (D.3) yang sedang rnelaksanakan aktivitas kuliah dan/atau 

menyelesaikan studi di akaderni negeri rnaupun swasta; 
c. Strata Satu (S. l) yang sedang melaksanakan aktivitas kuliah clan/ a tau 

menyelesaikan studi di perguruan unggi negeri maupun swasta. 

J. Kctencuan Pasal 38 diubah, scningga Pasal 38 berbunyi seuagai bcrikut: 

g. masyarakat terlantar; 
h. masyarakat yang cacat berat; 
1. santunan korban kebakaran bagi rnasyarakat Kabupate n Kolaka; 

clan/atau 
j. tunjangan keschatan putra putri pahlawan yang tidak rnampu. 

(3) Bantuan sosial berupa barang sel.>agaimana dirnaksud pada ayat (1) 
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima 
seperti: 
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta clan 

rnasyarakat tidak marnpu; 
b. bantuan perahu untuk nelayan miskin; 
c. baniuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial; 

dan/atau 
d. bantuan ternak bagi kelompok rnasyarakat kurang rnampu. 

(4) Banruan Sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah menjadi 
program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan. 
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J 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 5 .Jop ft:ml,~r :,.c,rG 

JSEKRETARIS DAERAH \ 
/vKABUPATEN KOLAKA, ~ 0rJ-_ l 

10/~ 
Ditetapkan di Kolaka 

I pada tanggal 5 - "jffCrno tr 

1-/"·vrr·"-- r: 

AHMAD~EI 

.I I 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Kolaka. 

d. Organisasi Kernasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, 
Warga Negara Asing ber sama warga Negara Indonesia atau Badan 
Hukum asing yang telah beroperasi harus menye,;uaikan dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalarn jangka waktu 
paling lama 3 [tiga] tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 diundangkan. 
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